
a. bahwa salah satu instrumen pencegahan pencemaran
darr/atau kerusakan lingkungan izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaanlingkunganhidup;

b. bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, dinyatakan
bahwa dana kegiatan untuk penilaian Amdal dan
pemeriksaan UKL-UPLdibebankan kepada Pemrakarsa
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pasal 28 Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009, dinyatakan
bahwa biaya permohonan izin dibebankan kepada
Pemrakarsa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Operasional
Penilaian dan PemeriksaanPerizinanLingkunganHidup di
Kabupaten LombokTengah;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor5049);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati LombokTengah.
2. Daerah adalah Kabupaten LombokTengah.
3. Dinas adalah Dinas LingkunganHidup.
4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha darr/atau kegiatan yang tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraanusaha darr/atau kegiatan;

5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL
adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilkeputusan tentang penyelenggaranusaha danZatau kegiatan

BAD I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasall

DAN
DI

STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENILAIAN
PEMERIKSAANPERIZINAN LINGKUNGANHIDUP
KABUPATENLOMBOKTENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
(Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016
Nomor 79).



Pasa14
(1) Setiap orang atau badan hukum atau lembaga pemerintah yang melakukan

usaha danIatau kegiatan wajib memiliki dokumen lingkungan dan izin
lingkungan pada tahap perencanaan

(2) Setiap orang atau badan hukum atau lembaga pemerintah yang melakukan
usaha danZatau kegiatan yang mengahsilkan limbah wajib memiliki izm
perlindungan dan pengelolaanlingkunganhidup pada tahap operasi

BABII
PERIZINAN

Pasa13
(1) Obyek pelayanan perizinan lingkunganmeliputi :

a. Penilaian AMDAL
b. PemeriksaanUKL-UPL
c. PemeriksaanSPPL

(2) Obyek pelayanan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
meliputi :
a. Penilaianperizinan limbah cair
b. PenilaianperizinanTPSlimbahB3
c. PenilaianPerizinanPengumpulanLimbahB3 Skala Kabupaten

Pasa12
Obyekpenilaian perizinan lingkunganhidup

Bagian Kedua
OBYEK PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN

6. Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pemyataan kesanggupan dari
penanggung jawab usaha danj' atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan
dan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan usaha
dan /atau kegiatannya di luar usaha dan /atau kegiatan yang wajib amdal
atau UKL-UPL

7. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang
memiliki rencana usaha darr/atau kegiatan wajib Arndal darr/atau UKL-UPL
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai
prasyarat memperoleh izin usaha dan Iatau kegiatan.

8. lzin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang
diberikan kepada setiap orang pada tahap operasi dalam rangka perlindungan
dan pengelolaanlingkunganhidup

9. Izin pembuangan limbah cair selanjutnya disebut izin, adalah izin yang
diberikan oleh Bupati melalui instansi yang bertanggungjawabkepada orang
yang membuang limbah cair ke media lingkungan sesuai dengan baku mutu
yang telah ditetapkan.

10. lzin PengelolaanLimbahB3 adalah keputusan Tata Usaha Negarayang berisi
persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang
diterbitkan oleh Bupati.



Pasa19
1) Biayajasa penilaian dokumenAMDALsebagaimanadimaksud dalam pasal8

ayat (2)huruf a mencakup komponenbiaya penilaian Amdaldan penerbitan
izin lingkunganyangmeliputi :

Pasa18
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya biaya penilaian

didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraanpemberian
perizinan lingkungan

(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin bidang lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
a. PenilaianAMDAL
b. PemeriksaanUKL-UPL
c. Pemeriksaan SPPL
d. Pemeriksaan izin tempat penyimpanan sementara limbahB3
e. Pemeriksaan izinpengumpulan limbahB3 skala Kabupaten
f. Pemeriksaan izinpembuangan air limbah

(3)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diserahkan setelah
persyaratan permohonan dinyatakan lengkapadministrasi

BABVI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN

BESARNYA BIAYA

Pasa17
Tingkat penggunanaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi izin lingkungan
dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, besar investasi dan
potensi sebaran dampak yang ditimbulkan

BABV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasa16
Jenis usaha darr/atau kegiatan wajib dilengkapi dokumen Amdal UKL-UPL
dan SPPL diatur dalam Peraturan Bupati

BABIV
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB

AMDAL UKL-UPL DAN SPPL

Pasa15
Syarat-syaat izin dan mekanisme pengajuan izm lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan
Bupati

BAB III
SYARAT-SYARAT PERIZINAN



Pasalll
Penilaian perizman lingkungan mencakup permohonan izin di wilayah
Kabupaten LombokTengah yang menjadi kewenangannya

BAB VII
WILAYAH PENILAIAN

Pasall0
Biaya penilaian dan pemeriksaan perizinan lingkungan sebagaimana
dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d huruf e dan
huruf f dibebankan kepada pemrakarsa sesuai standar biaya umum daerah
yang berlaku.

a. Honorarium;
1. KomisiPenilai Amdal (KPA),yang meliputi : ketua, sekretaris dan

anggota
2. tim teknis; dan
3. anggota sekretariat.

b. Penggandaan dokumen AMDALdalam kegiatan rapat teknis dan
rapat KPA

c. Pelaksanaan rapat teknis dan rapat KPA,yang meliputi :
1. biaya penyelenggaraan rapat
2. biaya transportasi lokal peserta rapat tim teknis dan rapat KPA

sen:a anggota sekretariat
3. biaya transportasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPAserta

anggota secretariat dari luar kota ke lokasi rapat
4. biaya akomodasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPAserta

sekretariat KPA
5. uang harian peserta rapat tim teknis dan rapat KPA

d. Penggandaan dokumen AMDALfinal pada tahap pasca rapat tim
teknis dan rapat KPA.

2} Biayajasa pemeriksaan dokumen UKL-UPLsebagaimana dimaksud pasal 8
ayat (2) huruf b mencakup komponen biaya pemeriksaan UKL-UPLdan
penerbitan izin lingkungan yang meliputi :
a. Honorarium pemeriksa UKL-UPL
b. Penggandaan dokumen UKL-UPLpada tahap persiapan rapat koordinasi
c. Pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL,yang meliputi :

1. biaya penyelenggaraan rapat
2. biaya transportasi lokal peserta rapat
3. biaya transportasi peserta rapat
4. biaya akomodasi peserta rapat dari
5. uang harian ~eserta rapat

d. Penggandaan dokumen UKL-UPLfinal yang telah disetujui pada tahap pasca
pemeriksaan UKL-UPL



BERITADAERAHKABUPATENLOMBOKTENGAHTAHUN2018 NOMOR

H. NURSIAH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Diundangkan di Praya
padatanggal 2018

Ditetapkan di Praya .
pada tanggal 6 Pebruar, 2018

Pasa115
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Tengah.

BABIX
KETENTUANPENUTUP

Pasa113
Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh tim yang dibentuk dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasa112
Biaya penilaian perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 11
dibayar secara penuh setelah pengajuan permohonan izin dinyatakan
lengkap administrasi

BAB VIII
CARA PEMBAYARAN


